PANDANGAN AKHIR FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

(PDI PERJUANGAN)

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PDI
PERJUANGAN

DISAMPAIKAN
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PADA HARI JUM’AT, 10 JULI 2026



Assalamu’alaikum Wr. Wh.,

Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, Salam Kebajikan,

MERDEKA !!!

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna sekaligus Ketua DPRD,
para Wakil Ketua DPRD dan para anggota DPRD Kabupaten

Kebumen;

Ysh. Bupati dan Wakil Bupati Kebumen;

Ysh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Para Asisten
Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati Kebumen, Kepala Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Ketua dan
Sekretaris KPU, Ketua Bawaslu, Camat se-Kabupaten Kebumen,
Kepala Bagian di lingkungan Setda Kebumen dan Pimpinan BUMD,

serta Direktur RSDS dan RSUD Prembun;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh jajarannya.

Ysh. Hadirin dan segenap Undangan Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Kebumen, para wartawan dari berbagai media cetak,
serta segenap warga masyarakat Kabupaten Kebumen yang ikut
mencermati Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen melalui

Kebumen TV maupun siaran Radio In FM yang berbahagia,



Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada
kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menghadiri
dan mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian
Pandangan Akhir Fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025.

Tidak lupa, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada
junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua
termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya nanti di Yaumil

Akhir. Amienn....

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dalam kesempatan ini, izinkan kami atas nama Fraksi PDI
Perjuangan DPRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih

kepada:

Pertama, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
yang telah memberikan kesempatan kami mewakili Fraksi PDI
Perjuangan untuk menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi atas

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban



Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025;

Kedua, Bupati dan Wakil Bupati serta jajaran eksekutif khususnya
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menyampaikan
Rancangan Perda dan mengikuti seluruh agenda pembahasan

DPRD;

Ketiga, Badan Anggaran DPRD yang telah merampungkan
pembahasan Raperda tersebut dengan komitmen yang luar biasa

dan telah melaporkan hasilnya pada Rapat Paripurna hari ini;

Keempat, Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh

jajarannya yang telah membantu memfasilitasi Rapat Paripurna ini.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Selanjutnya, setelah melakukan pencermatan atas laporan hasil
pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran bersama Bupati
yang diwakili oleh TAPD, maka Fraksi PDI Perjuangan
menyampaikan pandangan akhir sebagai berikut:

1. Fraksi PDI Perjuangan mengapreasiasi terhadap pencapaian
predikat “wajar tanpa pengecualian” terhadap laporan
keuangan daerah tahun 2025 dan peningkatan pendapat asli
daerah yang naik sebesar Rp11.580.526.603,00 (sebelas milyar

lima ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu



enam  ratus tiga rupiah) dari anggaran = sebesar
Rp568.903.531.827,00 (lima ratus enam puluh delapan milyar
sembilan ratus tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan
ratus dua puluh twuh rupiah) realisasinya mencapai
Rp580.484.058.430,00 (lima ratus delapan puluh milyar empat
ratus delapan puluh empat juta lima puluh delapan ribu empat
ratus tiga puluh rupiah). Namun ada beberapa yang perlu
menjadi catatan mengenai pajak dan retribusi daerah yang
tidak mencapai target seperti opsen PKB, opsen BBNKB, Pajak
Mineral Bukan Logam & Batuan, Pajak Reklame, PBJT Jasa
Kesenian & Hiburan, PBJT Jasa Parkir, Retribusi Penyewaan
Tanah dan Bangunan, Retribusi Pemakaian Alat, Retribusi
Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga, serta Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Kami sepakat dengan Banggar bahwa perlu dilakukan
monitoring dan evaluasi terhadap sektor pajak dan retribusi
yang belum mencapai target dengan mengoptimalkan potensi
yang ada.

Atas pengamatan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen
terkait capaian realisasi PAD yang masih rendah, kami sepakat

perlu adanya pembenahan tata kelola dan promosi destinasi



wisata milik pemerintah daerah melalui pembentukan Badan
Promosi Pariwisata, penerapan sistem grading destinasi,
pengembangan paket wisata, dan penetapan target yang
realistis sesuai kondisi sarana prasarana serta bekerja sama
dengan sektor swasta dan pokdarwis untuk lebih meningkatkan
PAD. Selain itu, kami juga sepakat untuk meningkatkan
capaian retribusi ketenagakerjaan melalui optimalisasi Balai
Latihan Kerja dan perluasan basis retribusi sesuai kebutuhan
riil pasar kerja daerah.

Fraksi PDI Perjuangan sepakat dengan Banggar bahwa perlu
adanya pengoptimalan terhadap penagihan piutang dari
pembayaran PBB-P2 dengan menerapkan sistem rewards dan
punishment, memberikan penanganan batas waktu penagihan,
dan membuat rencana aksi penagihan piutang khususnya
piutang yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak tetapi belum
disetorkan ke kas daerah serta melakukan tindakan hukum
bagi para pemungut pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan
bila hal ini diperlukan. Kami juga sepakat perlu adanya
optimalisasi pemanfaatan aset dan lahan produktif milik daerah

yang belum dikelola optimal.



Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah menjalin
kerja sama dengan program CSR untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan  menggerakkan
pembangunan. Dana dan program CSR melengkapi
keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), sehingga mempercepat penyediaan infrastruktur publik
dan mendukung fasilitas umum di daerah.

Kami juga sepakat dengan banggar, dalam rangka optimalisasi
pengadaan barang/jasa serta percepatan transformasi
pengadaan digital perlu menugaskan kepala OPD agar
mengumumkan seluruh belanja, meningkatkan implementasi
konsolidasi pengadaan, mendorong pelaku UMKK, serta
menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
untuk melakukan pemantauan pencapaian target realisasi
PDN, UMKK dan e-Purchasing.

Terkait seluruh catatan rekomendasi dari Badan Anggaran
DPRD Kabupaten Kebumen agar segera diselaraskan atau
disesuaikan, dalam draft anggaran juga harus memperhatikan
koridor yuridis, koridor obyektifitas, urgensi, efektifitas dan
efisiensi serta memperhatikan konsistensi perencanan untuk

menjaga stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah yang



baik dan benar antara lembaga pemerintah baik lembaga
eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian penyampaian Pandangan Akhir Fraksi PDI
Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen tersebut di atas. Dengan mengucap
“BISMILLAHIRROHMAANIROHIIM” dan penuh rasa tanggung
jawab  Fraksi PDI Perjuangan dapat “MENERIMA DAN
MENYETUJUI” Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk
selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen, dengan beberapa catatan di atas sebagai dokumen yang
tidak terpisahkan dalam risalah sidang paripurna ini. Demikian
Pandangan Akhir atas Raperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 telah kami sampaikan, jika ada tutur kata dan sikap

yang kurang berkenan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu’alaikum Wr. Wh.

MERDEKA !!!



FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

KETUA SEKRETARIS

.";‘;l | //.

BAMBANG SUTRISNO, SE SUGENG WIBAWA

)
{

L



